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TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM
BAGI PERGURUAN TINGGI NEGERI YANG MENERAPKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang : a.
b.
Mengingat . 1.
2.

bahwa dalam rangka penerapan pengelolaan keuangan
badan layanan umum pada perguruan tinggi negeri di
lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
diperlukan petunjuk teknis standar pelayanan minimum
bagi perguruan tinggi negeri yang menerapkan
pengelolaan keuangan badan layanan umum,;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi
Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia




Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian
Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada
Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 105);

Keputusan Presiden Nomor Nomor 118/TPA Tahun 2020
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan
Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020




Menetapkan

KESATU

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 124);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3
Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
47);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Pelayanan Minimum Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum bagi Satuan Kerja di Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 956);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020
tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1046);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN STANDAR
PELAYANAN MINIMUM BAGI PERGURUAN TINGGI NEGERI
YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM.

Menetapkan petunjuk teknis penyusunan standar pelayanan
minimum bagi perguruan tinggi negeri yang menerapkan
pengelolaan keuangan badan layanan umum yang selanjutnya
disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.




KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU menjadi acuan bagi perguruan tinggi negeri yang
menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan

umum dalam menyusun standar pelayanan minimum.

KETIGA : Perguruan tinggi negeri yang menerapkan pola pengelolaan
keuangan badan layanan umum mengevaluasi standar

pelayanan minimum setiap 5 (lima) tahun sekali.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2021
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SALINAN
LAMPIRAN

KEPUTUSAN  DIREKTUR  JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI  KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN
TEKNOLOGI

NOMOR 98/E/KPT/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN STANDAR
PELAYANAN MINIMUM BAGI PERGURUAN
TINGGI NEGERI YANG MENERAPKAN
PENGELOLAAN  KEUANGAN  BADAN
LAYANAN UMUM

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum mengamanatkan instansi pemerintah
dapat menerapkan badan layanan umum untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat, baik di lingkungan perguruan tinggi maupun di luar
perguruan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan
memajukan kesejahteraan umum. Pelayanan tersebut berupa penyediaan
barang dan/atau jasa tanpa mencari keuntungan dan dalam melakukan
kegiatannya menerapkan prinsip efisiensi dan produktivitas berdasarkan
standar pelayanan minimum (SPM). SPM merupakan ketentuan tentang
jenis dan mutu pelayanan dasar yang diberikan oleh perguruan tinggi
negeri kepada masyarakat dengan mempertimbangkan kualitas layanan,
pemerataan, Kkesetaraan layanan, biaya, serta kemudahan untuk
mendapatkan layanan. Untuk dapat memenuhi SPM dalam
penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, perguruan tinggi negeri
harus mengacu pada SPM yang penyusunannya berdasarkan pada
petunjuk teknis ini.




Tujuan
Tujuan petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan acuan bagi
perguruan tinggi negeri yang menerapkan pengelolaan keuangan badan

layanan umum dalam penyusunan SPM.

Acuan Dasar

Dalam menyusun SPM, Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum harus mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun
2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum bagi Satuan Kerja
di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

9. Peraturan Menteri tentang Statuta masing-masing perguruan tinggi
negeri;

10. Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja masing-masing

perguruan tinggi negeri




Prinsip-prinsip SPM

1.

SPM disusun dengan mempertimbangkan kualitas layanan,
pemerataan, kesetaraan, dan kemudahan layanan serta biaya untuk
menjamin akses dan mutu pelayanan.

SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau,
dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu
pencapaian.

SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas, dan
kemampuan keuangan, sumber daya manusia, dan sarana dan
prasarana yang tersedia.

SPM yang disusun mendukung keberhasilan Indikator kinerja
Kementerian dan Indikator kinerja Perguruan Tinggi yang sudah
tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Rencana Strategis Perguruan

Tinggi.

SPM Perguruan Tinggi Negeri

Penyusunan SPM dilakukan oleh perguruan tinggi negeri yang akan/telah

menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum dengan

menggunakan format SPM.
SPM paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

1.

Pendahuluan, paling sedikit berisi paparan berbagai pengertian
istilah serta pendekatan yang digunakan dalam penyusunan SPM dan
strategi pencapaiannya.
Dasar pengembangan SPM, paling sedikit berisi dasar
hukum/peraturan perundang-undangan yang melandasi serta
pinsip-prinsip dasar penyusunan SPM.
Ruang lingkup SPM menguraikan tentang semua standar layanan
yang diberikan perguruan tinggi negeri yang mencakup:
a. komponen/subkomponen, meliputi bidang:

1) pendidikan;

2) penelitian;

3) pengabdian kepada masyarakat; dan

4) layanan administrasi.
b. jenis layanan;

c. definisi operasional layanan;




d. setiap komponen dijabarkan ke dalam jenis layanan yang akan
diberikan oleh perguruan tinggi negeri yang bersangkutan
dengan mencantumkan indikator keberhasilan layanan;

e. perguruan tinggi negeri dapat menambah jenis layanan
dan/atau indikator kinerja sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan perguruan tinggi negeri masing-masing; dan

f.  Setiap jenis layanan memiliki indikator kinerja serta target waktu
pencapaian indikator kinerja tersebut dalam kurun waktu 5
(lima) tahun. |

Format ruang lingkup rincian SPM perguruan tinggi negeri tercantum

dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal ini.

4, Strategi implementasi, paling sedikit berisi paparan tentang prinsip-
prinsip implementasi dan langkah-langkah implementasi.

5. Pemantauan dan evaluasi, paling sedikit berisi paparan tentang
tujuan, ruang lingkup, prinsip-prinsip, instrumen, mekanisme,

laporan, dan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.
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RINCIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM PERGURUAN TINGGI NEGERI

SALINAN
LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

NOMOR
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM BAGI
PERGURUAN TINGGI NEGERI YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM

STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Perhitungan angka
KOMPONEN/SUB TARGET 5 TAHUN
No KOMPONEN JENIS LAYANAN Definisi operasional INDIKATOR KEBERHASILAN ngm dasar
Tabun ... Tahun 1|Tahun 2| Tahun 3| Tahun 4 |Tahun &
1 |PENDIDIKAN
1. Kompetensi Lulusan  |1. Sistem penerimaan Sistem p.cnerimaan.merupakan layanan 1. Rasio pendaftar dan yang diterima Pendaftar:Diterima
seluruh jalur penerimaan calon -
mahasiswa program sarjana, 2. Jalur-penerimaan per Program Jalur
program magister dan program doktoral yang 3. Akses bagi calon mahasiswa berprestasi dari masyarakat
disediakan oleh perguruan tinggi. yang tidak mampu Ada / Tidak
4. Kesempatan bagi calon mahasiswa asing Ada / Tidak
5. Daya Tampung mahasiswa baru :
a. Diploma Mahasiswa/Tahun
b. Sarjana Mahasiswa/Tahun
c. Magister Mahasiswa/Tahun
d. Doktor Mah /Tahun
2. Proses penerimaan Jalur penerimaan mah yang dilal . Penyebaran informasi Variasi Media
mahasiswa melalui jalur berdasarkan seleksi dan tata cara — -
mandiri yang ditetapkan oleh g ing Pemimpi 2. Pendaftaran Variasi Media
Perguruan Tinggi. 3. Seleksi Jenis Seleksi
4. Pengutmuman Variasi Media
3. Registrasi mahasiswa Registrasi mahasiswa merupakan proses 1. Ketersediaan informasi Variasi Media
pendaftaran ulang mahasi baru berbasis TIK
untuk getahui jumlah mah yang Kemudahan pelaksanaan berbasis TIK Tersedia/Tidak
mendaftar dari calon mahasiswa baru yang 3. Persentase Mahasiswa Baru yang daftar ulang terhadap % / Tahun
diterima. Mahasiswa yang diterima
4. Penerbitan dan legalisasi |Penerbitan uazah merupakan tenggang 1. Tenggang waktu penerbitan ijazah dengan yudisium Hari
ijazah 'waktu yang dibutuhkan untuk — -
penyerahan ijazah beserta transkirp 2. Kecep peny g jjazah Hari
5. Peningkatan indeks Proses p paian dan pening} 1 p )
prestasi Tademil 1+ dalam pembelajaran setiap Rata-rata IPK :
tahun a. Diploma IPK
b. Sarjana IPK
c. Magister IPK
d. Doktor IPK
6. Penyediaan sistem Sistem layanan bagi lulusan 1. Informasi bursa kerja Tersedia/Tidak
penyaluran lulusan untuk mendapatkan akses informasi
pekerjaan dan 2. Pembekalan bagi lulusan untuk memasuki dunia kerja Tersedia/Tidak
ghubungkan lulusan dengan dunia
kerja/usaha. )
3. Waktu tunggu lulusan yang mendapat pekerjaan Bulan
4. Program yang ghubungkan lulusan dengan dunia kerja Ada / Tidak
7. Alumni ‘s::“’l"ing ﬁ:]ng pernah mengikuti pendidikan 1. Sistem informasi alumni Tersedia/Tidak
atau lulus dalam suatu perguruan tinggl. 2. Wadah/Organisasi alumni Tersedia/ Tidak
2. Isi Pembelajaran 1. kurikulum dan silabus per |Ketersediaan kurikulum dan silabus setiap prodi | 1. Kurikulum dan silabus prodi i d kebutuhan dunia .
" . . 3 o A N Sesuai/Tidak
prodi sesuai dengan program [sesuai standar nasional pendidikan tinggi keria
didik:
pendidikan 2. ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester Tersedia/Tidak
2. Pembaharuan dan Kurikulum dan silabus setiap program studi
pengembangan kurikulum  |disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan Pembaharuan dan pengembangan Kali/Prodi/Tahun

dan tuntutan dunia keria dan nsaba




3. Proses Pembelajaran

1. Beban studi per program
pendidikan

Beban studi per program pendidikan
merupakan kesesuaian beban studi

1. Beban studi { sks untuk setiap program yang ditetapkan PTN):

diampu

dengan SNPT a. Diploma tiga sks
b. Sarjana sks
c. Magister sks
d. Doktor sks
2. Pelaksanaan Perkuliahan |Layanan kegiatan perkuliahan yang 1. Ketepatan waktu dalam perkuliahan Tepat Waktu/ Tidak
diukur berdasarkan waktu.
2. Kesesuaian materi dengan RPS Sesuai/Tidak
3. Kehadiran mahasiswa Kehadiran mahasiswa dalam proses Persentase kehadiran mahasiswa %
pembelaiaran,
4. Kehadiran dosen Kehadiran dosen dalam proses pembelajaran. Persentase kehadiran dosen %
5. Praktikum fchaéiran dosen dan mahasiswa dalam Kehadiran dosen dan mahasiswa %
6. Tugas mandiri Tugas yang diberikan dosen untuk 1. Persentase dosen yang berikan tugas mandiri %
diselesaikan oleh mahasi: dalam 2. Mah yang menyelesaikan tugas mandiri %
7. Responsi/Tutorial Kegiatan bimbingan belajar oleh dosen untuk
membantu kelancaran proses belajar Mata kuliah dilengkapi responsi/tutorial %
mandiri mahasiswa secara perorangan atau
4. Penilaian 1. Ujian Penilaian hasil belaj h dalam rangka . ] . .
Pembclajaran ahui capaian pembelajaran, Hasil ujian setiap mata kuliah diumumkan tepat waktu %
2. Bimbingan tugas akhir Proses pembimbingan dan/atau pendampingan
d dalam penyel tugas akhir Lama bimbingan rata-rata hingga lulus per program Bulan/Mahasiswa
mahasiswa
3. Pengujian tugas akhir Penilaian tugas akhir mahasiswa untuk Tenggang waktu antara pelal ujian d akhir .
mengetahui penguasan materi pembelajaran. bimbingan Hari
4. Praktek Kerja Lapangan/ |Bentuk pembelajaran di tempat kerja/usaha 1. Informasi program (PKL)/PPL Tersedia/Tidak
Praktek Pengalaman untuk mensikronkan antara capaian — "
Lapangan pembelajaran di kampus dengan penguasaan 2. Adanya rencana terstruktur p (PKL)/PPL Ada / Tidak
keter ilan/keahli 3. Mel me pelaksanaan PKL/PPL Ada / Tidak
S. Dosen dan Tenaga 1. Kualifikasi dosen Pemenuhan " . .
Kependidikan kualifikasi pendidikan dosen dengan jenjang 1. Pemenuhan Dosen dengan kualifikasi Magister %
pendidikan tertentu dan kesesuaian
bidang keilmuan dosen dengan 2. Pemenuhan Dosen dengan kualifikasi Doktor %
matakuliah yang diampu.
3. Kesesuaian bidang keilmuan dengan mata kuliah yang %

2. Ketersediaan dosen

Pemenuhan jumtah dosen sesuai

1. Perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa

Dosen : Mahasiswa

dan pengalaman Tendik sesuai dengan
ruang lingkup penugasannya.

gan jumlah mahasiswa yang
diukur dengan rasio jumlah dosen 2. Persentase Jumlah dosen tetap dari jumlah seluruh dosen %
adap mahasiswa.
3. Pengembangan Peningkatan
kompetensi dosen kemampuan dan relevansi bidang ilmu
dan peng dosen i dengan mata 1. Dosen yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan %
kuliah dan ruang lingkup penugasan
pembelajaran.
2. Dosen yang mengikuti peningkatan kompetensi %
4. Kualifikasi dan Pemenuhan kesesuaian kualifikasi & 1. Kesesuaian kualifikasi pendidikan %
kompetensi tenaga kompetensi Tendik dg bidang - -
kependidikan penugasannya, ketersediaan sasaran 2. Kesesuaian kompetensi %
kinerja pegawai (SKP) & 3. Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat Oran;
Wl:a:dmgﬂn _mml;h Tendik tertentu kompetensi sesuai dengan bidang tugas nya &
terhadap ju mhs 4. Tersedianya sasaran kinerja pegawai Tersedia/Tidak
S. Perbandingan jumlah tenaga kependidikan (tertentu) dan Jumlah Tendik :
mahasiswa Mahasiswa
S. Pening} kompetensi | p g 1. Adanya program peningkatan kompetensi bagi tenaga Ada/Tidak
tenaga kependidikan kemampuan dan relevansi keahlian kependidikan a/

pendidikan

2. Tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kualifikasi

%

3. Tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan

kompetensi

6. Sarana dan Prasarana
Pembelajaran




a. Ruang Kuliah

1. Penvediaan ruang kuliah |
2. Penyediaan sarana kuliah

jaan li a
Ketersediaan sarana kuliah

Luas ruang kuliah per mahasiswa

m?/Mahasiswa

Kelengkapan sarana kuliah %
b. Ruang Dosen 1. Penyediaan ruang Dosen |Ketersediaan ruang dosen.
Luas ruang dosen m?/Dosen
2. Penyediaan sarana ruang |Keterediaan sarana ruang dosen i
dosen Kelengkapan sarana di ruang dosen %
c. Ruang Administrasi 1. Pcnycdlaan ruang Keter ruang ad istrasi Luas ruang per tenaga kependidil m?/Pegawai
:.I P?"?' an 8 aruang [Ketersediaan sarana ruang administrasi Kelengkapan sarana ruang kerja tenaga kependidikan %
d. Perpustakaan 1. Penyediaan ruang dan Ketersediaan luas dan sarana ruang 1. Luas ruang perpustakaan m2
sarana ruangan perpustakaan
2. Kelengkapan sarana di ruang perpustakaan %
2. Penyediaan buku dan Ketersediaan dan kemutakhiran : - . . . .
1. Prodi
jurnal jumiah buku dan jurnal s fisik Jenis buku dan jurnal untuk setiap Prodi Jenis/
dan elektronik baik di perpustakaan 2. Jumlah buku dan jurnal Eksemplar
pusat maupun di level Prodi 3. Ketersediaan buku teks yang dirujuk mata kuliah Tersedia/Tidak
4. Kemutakhiran buku dan jurnal Kali/ Tahun
3. Waktu layanan Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1. Lamanya jam layanan Jam/Hari
layanan perpustakaan. .
2. Jangka waktu peminjaman Hari
4. Ruang baca Ketersediaan ruang baca untuk 1. Luas ruang baca per mahasiswa m?/Mahasiswa
mahasiswa
2. Kapasitas ruang baca ... Mahasiswa
5. Perpustakaan elektronik  |Keter dan k dahan akses .
. Ak ik
perpustakaan elektronik. 1 scs terhadap perpustakaan elektron: Mudah/Tidak
2. Kapasitas lebar pita (bandwidth) ... Kbps atau Mbps
3. Jumlah dan jenis judul buku, referensi dan bahan pustaka
a. Berlangganan ... Judul
b. Milik sendiri ... Judul
;md;omtorium/ Bengkel/ |1 Penyec!naan ruang Kcterse.dlaan ruang laboratorium untuk 1. Luas ruangan per mahasiswa m*/Mahasiswa
2. Penyediaan sarana Ketersediaan sarana ruang laboratorium 1. Pemenuhan standar ruang laboratorium %
jruangan_ .
3. Alat dan bahan praktikum |Ketersediaan alat dan bahan Alat
laboratorium 1. Kecukupan alat untuk setiap praktikum /Mahasiswa/Praktik
U
2. Kecukupan bahan untuk setiap praktikum Cukup/Tidak
3. Ketersediaan prosedur penggunaan sarana praktikum Tersedia/Tidak
4. Waktu layanan 1 ya waktu lay 1 kegiatan 1. Lamanya jam lay: Jam
laboratorium
2. Frekuensi praktikum per hari Kali/Hari
f. Sistem Informasi 1. Penyediaan TIK Ketersedaan teknologi informasi dan 1. K lebar pita (bandwidth) mbps atau gbps
komunikasi untuk menunjang penyelenggaraan — -
tridharma perguruan tinggi 2. Pengembangan jaringan (sudah menggunakan fiber optic) Sudah/Belum
3. Prosedur Tersedia/Tidak
4. Basis data Tersedia/Tidak
S. Sistem Informasi akademik Tersedia/Tidak
7. Pengelolaan
Pembelajaran
a. Perencanaan 1. Kalender akademik Jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik Tersedi ot A Yo A e Tersedia/Tidak
= L 3
2. Jadwal kuliah Ketersediaan jadwal kuliah dan daftar hadir bagi 1. jadwal kuliah Tersedia/Tidak
mahasiswa dan dosen. -
2. daftar hadir mahasiswa dan dosen Tersedia/Tidak
STbalrorajar Tersedia/Tidak
3. Layanan perencanaan Layanan yang diberikan kepada mahasiswa dalam |, Tersedianya pedoman akademik Tersedia/Tidak
studi mahasiswa penyusunan rencana studi
2. Tersedianya perangkat rencana studi Tersedia/Tidak




3. Penunjukan dosen pembimbing akademik

Tersedia/Tidak

4. Rasio pembimbing akademik

Dosen : Mahasiswa

S. Rasio pembimbing tugas akhir

Dosen : Mahasiswa

b. Pengendalian 1. Penyediaan Standar, Tersedianya ped dan prosed 1. Standar layanan Tersedia/Tidak
pedoman dan prosedur kerja serta uraian tugas pemberi
layanan layanan sebagai acuan dalam 2. Pedoman dan prosedur layanan Tersedia/Tidak
melakukan pelayanan 3. Uraian tugas jabatan tenaga pemberi layanan Tersedia/Tidak
2. Evaluasi perkuliahan Evaluasi terhadap pelaksanan perkuliahan 1. Tersedianya Sistem dan instrumen evaluasi Tersedia/Tidak
2. Pelaksanaan evaluasi perkuliahan ... /Semester
3. Tersedianya informasi kemajuan studi Tersedia/Tidak
4. Tindak lanjut hasil evaluasi Ada/Tidak
c. Evaluasi 1. Penilaian dan informasi  {Pelak penilaian hasil belaj: h s 5
nilai dan penyediaan informasi nilai. 1. pedoman penilaian Tersedia/Tidak
2. Jadwal pelaksaan ujian Tersedia/Tidak
3. Kecep dan ketep waktu penyampaian informasi hasil .
iai. Hari
d. Pelaporan pelaporan pembelajaran Pelak pelaporan pembelajaran sesuai 1. Kecepatan Laporan hasil penilaian Hari
dengan ketentuan
2. Penerbitan kartu hasil studi Hari
8. Pembiayaan 1. Sumber pembiayaan Merupakan sumber penyediaan biaya pendidikan 1. Dari masyarakat %
Pembelajaran .
2. Dari pemerintah (APBN) %
3. Dari pemerintah daerah %
4. Sumber pembiayaan dari usaha/jasa layanan lainnya %
S. Sumber pembi dari pinj %
2. Analisis biaya Analisis komp pembelajaran terhadap 1. Pelal analisis p y Terlaksana/Tidak
pembiayaan
2. Evaluasi pembiayaan pembelajaran Terlaksana/Tidak
3. Pembebanan biaya Besaran biaya yang ditanggung oleh 1. Rerata besaran biaya yang ditanggung oleh mahasiswa per
- L L. Rp/Semester
pendidikan pada mal mat per t
2. Rasio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi
! UKT : BKT
besaran biava asiswa per tahun
PENELITIAN
1. Perencanaan 1. Ped penelitian Dok yang jadi acuan yang digunakan . . -
dal faksanakan penelitian 1. Tersedianya pedoman penelitian Tersedia/Tidak
2. Penerimaan dan seleksi Proses penerimaan dan penilaian proposal . Persentase yang
proposal penelitian sesuai dengan pedoman 1. Proposal yang memenuh persyaratan memenuhi
2. Lamanya waktu seleksi Hari/Proposat
3. K jan revi dengan bidang penelitian %
3. Seminar proposal Kegiatan pemaparan proposal penelitian yang 1. Jumlah proposal yang diseminarkan Proposal/Tahun
telah lulus seleksi
2. Proposal yang lolos seminar %
4. Pendanaan proposal Skema pendanaan proposal penelitian yang telah . ) L.
lolos seminar 1. Jumlah proposal yang didanai oleh perguruan tinggi Proposal/Tahun
2. Jumlah proposal vang dikirim ke Kementerian Proposal/Tahun
3. Jumlah proposal penelitian yang dilaksanakan mandiri Proposal/Tahun
2. Pelaksanaan 1. Dosen dan mahasiswa Keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam 1. Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian Dosen/Penclitian
penelitian yang terlibat dalam kegiatan penelitian Dosen yang
penelitian melakukan
2. Rasio dosen melakukan penelitian dibandingkan total dosen penelitian : Total
Dosen
Mahasiswa yang
3. Rasio I yang-terlibat-penclitian-desen-dibandin gkan terlibat Yitiam
total mahasiswa Dosen : Total
Mahasiswa

4. Rasio dosen sebagai peneliti utama dari total dosen

Dosen sebagai
peneliti utama : Total

dosen




2. Pendampingan untuk
dosen

Pendampingan penelitian dosen oleh dosen
yang berpengalaman

Jumlah penelitian yang didampingi oleh dosen yang
berpengalaman

Dosen/Penelitian

terakreditasi Internasional

3. Pelaporan penelitian  |Laporan hasil penelitian Penyelesaian laporan hasil penelitian
1. Ketepatan waktu peny laporan hasil penelitian %
2. Kesesuaian laporan hasil penelitian dengan proposal %
4. Hasil Peneclitian 1. Seminar hasil penelitian  |Pelaksanaan seminar hasil penelitian Jumlah hasil penelitian yang diseminarkan ... Penelitian/Tahun
2. Publikasi hasil penelitian |Pelaksanaan publikasi hasil penelitian 1. Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal yang Penelitian/Tahun
erakreditasi ional
2. Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal yang ... Penelitian/Tahun

3. Jumlah hasil penelitian yang dipresentasikan baik forum
nasional maupun internasional

... Penelitian/Tahun

3. Penerapan hasil penelitian

Implementasi hasil penelitian untuk pendidikan

mahasiswa yang melakukan penelitian yang
berprestasi

dan penerapan di masyarakat 1. Jumlah hasil penelitian yang diterapkan ... Penelitian/Tahun
2. Jumlah hasil penelitian yang dijadikan bahan ajar ... Penelitian/Tahun
4. Pemerolchan HKI/Paten ::n/lp;;et::lman yang layak untuk memperolch 1. Jumlah HKI/paten yang diperoleh melalui perguruan tinggi ... HKl/Paten/tahun
2. Jumlah HKI/paten yang diperoleh oleh dosen secara mandiri |{ ... HKI/Paten/tahun
S. Isi Penelitian Skema penelitian J.enis penelitian yang dilakukan oleh perguruan [y Jumlah penelitian dasar ... Penelitian/Tahun
tinggi berdasarkan materi penelitian
2. Jumlah penelitian terapan ... Penelitian/Tahun
3. Jumlah penelitian yang berorientasi kepada kepentingan -
nasional ... Penelitian/Tahun
4. Jumlah hasil penelitian yang memuat prinsip pemanfaatan .
pemutakhiran dan kebutuhan masa mendatang - Penelitian/Tahun
6. Penilaian Penclitian 1. Standar penilaian Baku mutu penelitian yang disusun dalam buku |1, Tersedianya panduan penilaian penelitian yang dilakukan oleh "
penelitian pedoman penilaian penelitian Dosen . Tersedia/Tidak
2. Ters.ed:anya panduan penilaian penelitian yang dilakukan oleh Tersedia/Tidak
Mahasiswa,
2. Pemantauan penelitian M ikan } ian pelak penelitian
dengan proposal penelitian 1. Frekuensi pemantauan penelitian ... kali/Tahun
2. Penelitian vang sesuai dengan proposal %
7. Pengelolaan Penclitian 1. Sistem Informasi Penyediaan informasi penelitian yang berisi tata
Penelitian cara untuk ggah duh " : " ies i g
g Sistem infi litia Tersedia/Tidak
memproses, menilai dan melaporkan proposal, istem informasi penelitian ersedia/
hacil danl nenelitian
2. Diseminasi hasil penelitian |Proses perfyebarluasen hasil Pcn:llman dalam Diseminasi hasil penelitian Ya/Tidak
3. Pemberian penghargaan  |Penghargaan diberikan dalam rangka
hasil penelitian memberikan apresiasi kepada para dosen dan Jumlah Penelitian yang mendapatkan penghargaan tingkat Judul Penelitian/
nasional Tahun

Jumlah Penelitian yang mendapatkan penghargaan tingkat

Judul Penelitian/

internasional Tahun
8. Pendanaan dan 1. Sumber dana penelitian  |sumber pembiayaan penelitian dari pemerintah, |y Persentase dana penelitian dari pemerintah %
Pembiayaan Penelitian perguruan tinggi, kerja sama dengan lembaga lain
(pemerintah/swasta/dudi) 2. Persentase dana penelitian dari perguruan tinggi %
3. Persentase dana penelitian dari kerja sama dengan lembaga %
4. Persentase dana penelitian dari kerja sama dengan lembaga %
i .
5. Persentase dana penelitian dibandingkan dengan total %
anggaran
2. Pernbiayaan penelitian Proporsi pembiayaan untuk penelitian N .
dan peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa 1. Proporsi Pembiayaan Penelitian %
dalam melakukan penelitian 2. Proporsi Pembiayaan untuk peningkatan kapasitas dosen %
dalam melakukan penelitian
3. Proporsi Pembiayaan untuk peningkatan kapasi i %
dalam melakukan penelitian i
III |PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT {PkM)
1. Perencanaan 1. Pedoman PkM Dokumen yang menjadi acuan yang digunakan Pedoman pelaksanaan PkM Tersedia/Tidak

2. seleksi proposal

Proses penerimaan dan penilaian proposal PkM

sesuai dengan pedoman

1. Proposal yang diterima

Jumlah PkM/Tahun




2. Proposal lolos seleksi

Jumlah PkM/Tahun

3. Seminar proposal

Kegiatan pemaparan proposal PkM yang telah

lulus seleksi 1. Jumlah proposal yang diseminarkan Proposal/Tahun
2. Jumlah proposal yang lolos seminar Proposal/Tahun
4. Penetapan dan Skema pendanaan proposal penelitian yang telah [} prym yang didanai oleh perguruan tinggi (PNBP) PkM/Tahun
pendanaan PkM lolos seminar
2. PkM yang didanai oleh K ian {rupiah murni) PkM/Tahun
3. PkM yang didanai oleh Pemerintah Daerah PkM/Tahun
4. PkM yang didanai oleh Instansi dan Lembaga Lain PkM/Tahun
Jumlah yang
S. Jumlah PkM yang menerapkan hasil penelitian diterapkan : jumlah
Penelitian
2. Pelaksanaan PkM 1. Dosen dan mahasiswa [Keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam Dosen yang
yang terlibat dalam PkM  |kegiatan PkM 1. Rasio dosen yang terlibat dalam Kegiatan PkM melakukan PkM :
Tatal Dnsen
Mahasiswa yang
2. Rasio Mahasiswa yang terlibat dalam Kegiatan PkM terlibat PkM Dosen :
I asiswa
2. Pendampingan untuk Pendampingan PkM dosen oleh dosen 1. Waktu penvampaian Laporan Kegiatan PkM Mingau
dosen yang berpengalaman 2. Ketep waktu penyampaian laporan PkM %
3. Kesesuaian laporan hasil PkM dengan proposal Sesuai/Tidak
3. Pelaporan PkM Laporan hasil PkM Penyelesaian laporan hasil PkM 1. Ketep waktu penyampaian laporan hasil PkM %
2. Kesesuaian laporan hasil PkM dengan proposal Sesuai/Tidak
4. Penilaian PkM _{1- Pemantauan PkM |Pemantauan proses penelitian 1. Ketersediaan instrumen pamantauan PkM Tersedia/Tidak
ditakukan sesuai instrumen 2. Frekuensi pemantauan ... kali/Tahun
2. Standar penilaian PkM Merupakan baku mutu penelitian 1. Tersedianya panduan g kriteria minimal penilai Tersedia/Tidak
yang diukur dari ketersediaan proses PkM oleh Dosen dan Mahasiswa -
panduan kriteria minimal 2. Tersedianya panduan kriteria minimal penilaian hasil | po 40 ek
penilaian penelitian baik yang PkM oleh Dosen dan Mahasiswa
3. Metode dan instrumen penilaian PkM Tersedia/Tidak

5. Hasil PkM

Hasil Pengabdian kepada
Masyarakat

dikerjakan oleh dosen maupun
Hasil Pengabdian kepad yarakat yang
mampu diterapkan dalam menyelesaikan masalah
yang ada di masyarakat

M. 1ah Aihad

yang pi

Jumlah hasil untuk Penyel
Masyarakat

Hasil PM/Tahun

6. Pengelolaan PkM

1. Sistem Informasi PkM

Penyediaan informasi PkM yang berisi tata cara
untuk mengunggah, mengunduh, memproses,
menilai dan melaporkan proposal, hasil, dan

naran BYM

Sistem informasi PkM

Tersedia/Tidak

2. Pemberian penghargaan
hasi

Penghargaan diberikan dalam rangka

Jumlah PkM yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional

Judul PkM/ Tahun

7. Pendanaan dan

1. Sumber dana PkM

sumber pembiayaan PkM dari pemerintah,

penalaran Mahasiswa

Pembiayaan PkM perguruan tinggi, kerja sama dengan lembaga lain |1- Persentase dana PkM dari pemerintah %
(pemerintah/swasta/dudi)
2. Persentase dana PkM dari perguruan tinggi %
3. Persentase dana PkM dari kerja sama dengan lembaga %
nasional
4. Persentase dana PkM dibandingkan dengan total anggaran %
2. Pembiayaan PkM Proporsi' pembiayaan m}tuk PkM 1. Proporsi Pembiayaan PkM %
dan peningkatan kapasitas dosen dan mah - . _ -
dalam melakukan PkM 2. Proporsi Pembiayaan untuk peningkatan kapasitas dosen %
3. Proporsi Pembi untuk pening} kapasit h o
datam melalaikan P -
LAYANAN ADMINISTRASI
4.1. Layanan Kegiatan
Kemahasiswaan
A. Bakat, Minat, dan 1. Pedoman Pengembangan |Dokumen yang menjadi acuan yang digunakan _ |1. Tersedianya pedoman pengembangan hakat, minat_dan Tersediay Tidak
L3 bakat, minat, dan penalaran |dalam melaksanakan kegiatan pengembangan penalaran mahasiswa
Mahasiswa bakat, minat, dan penalaran 2. Sosiali pedoman pengembangan bakat, minat, dan Kali/Tahun




dan anggaran

dan anggaran

2. Seleksi Proposal Kegiatan Proses penenmaan dan penilaian proposal 1. Jumlah pr 1 kegi h bakat, minat, dan
Pengembangan bakat, minat, |keg peng: gan bakat minat, dan penalaran yan; diusulkan hd ’ --./Tahun
dan penalaran penal 1ai dengan p
2. Proposal kegiatan bakat, minat, dan penalaran yang disetujui %
3. Pelaksanaan Kegiatan o o N
Pengembangan bakat, minat, |Proses pelak kegi Pengembang; L J“ml‘f" yang mengikut: kegiatan peng B .. Mahasiswa
dan penalaran bakat, mmat. dan penalaran bakat, minat, dan penalaran
2. Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan pengembangan .
bakat, minat, dan penalaran - Dosen/Kegjatan
4. Evaluasi pelal Penil terhadap kesesuaian pelaksanaan
kegi p bangs kegiatan dengan rencana dan pelaporan 1. Pelaksanaan }  yang N r %
bakat, minat, dan p laran |pelal Kegi 1 h
2. Laporan kegiatan tepat waktu %
B. Kegiatan 1. Ped dan prosed Do} 1 yang jjadi acuan yang digunakan
Ekstrakulikuler kegiatan ekstrakulikuler dalam melaksanakan kegiatan ekstrakulikuler 1. Tersedianya pedoman kegiatan ekstrakulikuler Tersedia/Tidak
Mahasiswa
2. Sosiali ped keg 1 ekstrakulikuler .. kali/Tahun
2. Seleksi proposal kegiatan Prosespenenmaandanpemlmanproposal . L . .
ekstrakulikuler kegiatan ekstrakulikuler sesuai dengan p LJ Lt giatan ekstrakulikuler yang diusulkan --+{Tahun
2. Proposal ekstrakulikuler yang disetujui %
3. Pelaksanaan kegiatan _ . . 3
ekstrakulikuler Proses pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuler 1. Jumlah yang gricult xeg ekstrakulikuler --- Mahasiswa
2. Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan ekstrakulikuler ... Dosen/Kegiatan
4. Evaluasi pelaksanaan Penilaian tcrhadap kesesuaian pelaksanaan o o .
kegiatan ekstrakuhknler kegi T dan pelaporan LI giatan yang ettt %
pelaksanaan keglatan
2. Laporan kegiatan tepat waktu %
C~ Layanan 1. Pemberian Beasi: Dol yang jadi acuan yang digunakan 1. Tersedianya pedoman pemberian beasiswa Ada/Tidak
jaht hasi a. Ped pemberian dalam pemberian beasiswa Kali / tahun
beasiswa 2. Sosialisasi pedoman pemberian beasiswa -
b. Lembaga pemberi Lembaga atau instansi baik pemerintah maupun ) ) A . }
beasiswa swasta yang berikan bantuan b Jumlah instansi/lembaga pemberi beasiswa ... Lembaga/Instansi
c. Seleksi calon penerima Proses penerimaan dan penilaian calon penerima 5 ) .
beasiswa beasiswa 1. Jumlah calon penerima beasiswa -.. Mahasiswa/Tahun
2. Jumlah penerima beasiswa -.. Mahasiswa/Tahun
S. Peilaksanaan pemberian o X Ketep waktu pemberian b Tepat/Tidak
2. Layanan kesehatan Penyediaan fasilitas layanan kesehatan bagi 1. Tersedianya sarana layanan keschatan bagi Mah Tersedia/Tidak
mahasiswa hasi
2. Jumlah mahasi! yang dapatkan pelay 1 kesehat . Mahasiswa/Tahun
3. Layanan X hteraan Penyedi fasilitas layanan kesejahteraan )
lainnya lainnya bagi mahasiswa 1. .... {Contoh : kantin schat)
4.2 Layanan pereacanaan
program dan anggaran
A. Penyusunan program |Pedoman dan prosedur Dokumen yang menjadi acuan yang digunakan - 4
dan anggaran perencanaan program dan dalam penyusunan program dan anggaran ::rscdl;anny @ pedoman dan prosedur penyusunan program dan Tersedia/Tidak
lanegaran gear
B. Pelaksanaan program |[1. Pelaksanaan program |Pelaksanaan program dan anggaran
1. Tersedianya pedoman pelaksanaan program dan anggaran Tersedia/Tidak




2. Tersedianya rencana pelal iatan r i anggaran Tersedia/Tidak
3. Revisi program dan Dokumen perubahan program dan anggaran A . .
anggaran 1. Kesesuaian revisi program dan anggaran Sesuai / Tidak
2. Frekuensi revisi program dan anggaran per tahun ... Kali/Tahun
4. Monitoring Kegi untuk mengetahui kesesuaian antara |1, Tersedianya instrumen monitoring pelaksanaan program dan T /T
pelaksanaan program dan  |pelaksanaan program dan anggaran dengan anggaran ersedia/Tidak
anggaran
2. Frekuensi pelaksanaan monitoring program dan anggaran ... Kali / tahun
3. Adanya laporan hasil monitoring Ada/Tidak
. - ... Jumlah yang
4. Tindak lanjut hasil monitoring ditindaklanjuti
C. Pclaporan program Laporan pelaksanaan Dokumen yang memuat data capaian
dan anggaran program dan anggaran pelaksanaan program dan anggaran 1. Tersedianya sistem pelaporan program dan anggaran Tersedia/Tidak
2. Tersusunya laporan realisasi program dan anggaran Ya/Tidak
3. Tersusunnya Laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) tepat Ya/Tidak
waktu
4.3 Layanan Keuangan
A. Pelaksanaan ran 1. 1 di
angga Pedoman dan prosedur D:kurnen dan yang jadi acuan Tersedianya ped dan prosedur pelal anggaran Tersedia/Tidak
2. Pelaksanaan pencairan |Proses pengusulan, p dan per 1. Kesesuaian usul pencairan anggaran dengan alokasi anggaran %
anggaran pencairan anggaran lvang tersedia
2. K dan kecep waktu p iran anggaran .. Hari
3. Penyusunan Dokumen yang memuat pelaksanaan dan
pertanggungjawban anggaran|pertanggungjawaban anggaran Ketepatan waktu pertanggungjiawaban pelaksanaan anggaran ... Hari
4. Monitoring pelaksanaan |Kegiatan untuk mengetahui kesesuaian antara . :
anggaran pelaksan an: dengan rencana 1. Monitoring pelaksanaan anggaran ... Kali / tahun
2. Laporan hasil monitoring Ada/Tidak
3. Tindak lanjut hasil monitoring .:lumlah yax:lg
ditindaklaniu
B. Laporan keuangan isasi
P g ll:::g::nnan laporan Dokumen realisasi anggaran 1. Tersedianya sistem pelaporan keuangan Tersedia/Tidak
2. Adanya laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, Ya/Tidak
dan catatan atas laporan kevangan secara tepat waktu.
3. Pelaksanaan rekonsiliasi anggaran ... Frekuensi
4.4 Layanan
Kepegawaian
A. Perencanaan 1. Ped 1 1 Dok kani jadi
- A dan me yang menjaciacuan |y sedianya pedoman perencanaan kebutuhan pegawai Tersedia/Tidak
2. Penyusunan formasi Penyusunan kebutuhan pegawai berdasarkan Formasi disusun berdasarkan hasil lisis jab lisi N
alisis beban kerj : ; o Sesuai/Tidak
analisis beban kena. beban kerja, dan peta jabatan
B. Pengangkatan dan 1. P i i i
mutaslg gha enerimaan pegawat :;:ivs:elaksanaan penerimaan 1. Tersedianya pedoman penerimaan pegawai Tersedia/Tidak
2. Kesesuaian penerimaan pegawai, dengan formasi Sesuai/Tidak
2. Mutasi pegawai proses pengangh p p , dan 1. Ketepatan dalam pengangkatan Hari
pemberhentian pegawai. 2. Ketepatan dalam pen: atan Hari
3. Ketepatan dalam Pemberhentian Had
C. Pengembangan dan 1. Pedoman pengembangan |Petunjuk teknis yang berisi mekanisme
pembinaan dan pembinaan per bangan dan pembi 1 pegawai Tersedianya ped pengembangan dan pembi Tersedia/Tidak
2. Pengembangan pega Pelal pengembangan karir pegawai
1. Rencana pengembangan Tersedia/Tidak
2. Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kualifikasi .../Tahun




negara

milik negara

3. Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan .../Tahun
4. Ketepatan dalam penetapan angka kredit Hari
5. Kesesuaian pengangkatan dalam jabatan Sesuai/Tidak
6. Ketep 1 dalam p pan X ik pangkat dan jabat: Hari
7. Kesesuaian dalam perpindahan pegawai Sesuai/Tidak
3. Disiplin pegawai P kan disiplin pegawai dan p ian sanksi |} Penyusunan sasaran kerja pegawai %
2. Penilaian kinerja pegawai (kehadiran dan pelaporan %
pelaksanaan pekerjaan setiap pegawai) °
3. Pemberian pengharpaan ... orang/Tahun
4. Kasus kepegawaian .../Tahun
5. Penyelesaian kasus kepegawaian %
6. Pemberian sanksi ... orang/Tahun
D. Pemberhkentian 1. Pedoman pemberhentian |Petunjuk teknis yang berisi mekanisme
bagi pegawai yang diangkat |pemberhentian peg Tersedianya pedoman pemberhentian Tersedia/Tidak
oleh pemimpin perguruan
tinggi
2. Prose.s dpcmbexi:\:]:nian . Kecep dan ketep usul pemrosesan pemberhentian Hari
pegawai dengan pensiun pegawai dengan hak pensiun
3. Proses pemberhentian Kecepatan dan ketepatan usul pemrosesan pemberhentian tanpa Hari
tanpa hak pensiun hak pensiun
4. Proses pemberhentian K, dan } . .
. : P an P pemrosesan pemberhentian pegawai .
pegawai yang diangka t. o]e}.n yang diangkat oleh pemimpin perguruan tinggi Hari
E. Data dan dokumen Doku d i . dol PR i ia/ti
kepegawai o mer.x an arsip Tersedianya 1 dan arsip kepeg: Tersedia/tidak
4.5 Layanan Barang Milik
Negara
A. Percncanaan 1. Pedoman perencanaan Petunjuk teknis dalam perencanaan kebutuhan Tersedianya ped \ perer kebutuhan BMN Tersedia/Tidak
2. Penyusunan rencana Penyusunan rencana kebu?\xht%n BMN Tersedianya rencana kebutuhan BMN Tersedia/Tidak
iberdasarkan hasil inventarisasi
B. Pelaksanaan 1. pengadaan barang milik  |petunjuk teknis proses dan mekanisme
negara pengadaaan sarana dan prasarana BMN sesuai 1. Tersedianya ped P d barang milik negara Tersedia/Tidak
dengan ketentuan peraturan perundang
undangan
2. Ketepatan dan kecepatan pengadaan barang milik negara Hari
3. Kesesuain proses pengadaan Sesuai/Tidak
2. Penerimaan, Tahapan proses penerimaan dan pemeriksaan 1. Kesesuaian pengadaan barang milik negara dengan rencana s i/ Tidak
penyimpanan, kesesuaian pengad barang i dengan kebutuhan esuai/
pendistribusian rencana kebutuhan serta penyimpanan dan
pendistribusian BMN 2. Kesesuaian spesifikasi barang milik negara Sesuai/Tidak
Kot . 1 N distrib N s
3. p dan p P barang milik Hari
negara
3. Monitoring dan evaluasi  |Kegiatan untuk mengetahui pendayag; dan |y, g, pendayagunaan barang milik negara Ya/Tidak
pengelolaan barang milik kondisi BMN
negara Tersedia/Tidak
2. Tersedianya data BMN
4. inventarisasi barang milik |Proses pendataan dan kodefikasi BMN
negara 1. Tersedianya daftar inventarisasi barang milik negara Tersedia/Tidak
2. Tersedianya daftar inventaris ruangan Tersedia/Tidak
S. Penghapusan barang milik | Proses menghapus barang milik negara yang Kesesuaian pelaksanaan penghapusan barang milik negara
negara sudah tidak layak pakai Sesuai/Tidak
C. Pelaporan Pelaporan barang milik Proses penyusunan laporan pengelolaan barang |, pelaksanaan rekonsiliasi barang milik negara Frekuensi / tahun

2. Tersedi barang miiik negara

ya laporan p

5"

Tersedia/Tidak




4.6 Layanan Administrasi
Umum

A. Persuratan dan

Petunjuk teknis pengelolaan surat masuk dan

kearsipan 1. Pec!oman persuratan dan inan Tersedianya ped tata naskah dinas dan pengelolaan arsip Tersedia/Tidak
2. Penerimaan dan 1. Ketepatan dan kesesuaian penerimaan surat |___Sesuai/Tidak
pendistribusian surat 2. Ketepatan dan kesesuaian pendistribusian surat Sesuai/Tidak
3. Pengelolaan kearsipan 1. Ketepatan dalam pengarsipan surat dan dokumen Tepat/Tidak
2. Kecepatan layanan peminjaman arsip dan dokumen ... Menit/arsip
3. Pemeliharaan arsip dan dokumen ... Kali/Tahun
4. Penghapusan arsip ... Kali/Tahun
B. Layanan kerumah- 1. Layanan kebersihan dan 1. Kebersihan dan keindahan gedung dan lingkungan kampus Kali/hari
tanggan keindahan
2. Layanan keamanan dan 1. Keamanan dan ketertiban Kali/hari
ketertiban
3. Penyediaan 1. Sarana Ibadah Tersedia/Tidak
sarana/prasarana ibadah, N
olahraga, balai pengobatan, 2. Sarana olahraga Tersedia/Tidak
Sarana bagi penyandang 3. balai pengobatan Tersedia/Tidak
Disabilitas
4. Ketersediaan sarana/prasarana bagi penyandang Disabilitas Tersedia/Tidak
S. Ketersediaan ruang tungeu dan pelavanantamu | dia / Tidak
4, Pemeliharaan, dan
perawatan barang milik Pemeliharaan dan perawatan barang milik negara ... Kali/Tahun
Ineeara
S. Lay keprotokol Didefinisaikan sebagai 1. Kecepatan dan ketepatan wa layanan tamu ... Hari
layanan untuk kemudahan 2. Tersedianya da imaan tamu Tersedia/Tidak
dan kelancaran pimpinan 3. Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan rapat dinas, Hari
dan tapayt 1 upacara, wisuda, dan seminar
C. Layanan hulktum dan |1. Layanan hukum dan kegiatan layanan 1. Tersedianya pedoman penyusunan peraturan perundang- Tersedia/Tidak
organisasi peraturan perundang- penghimpunan peraturan perundang undangan, |undangan
undangan rancangan peraturan serta layanan 2. Kecepatan dan ketep waktu peny rancangan Hari /Peraturan
bantuan hukum. Iperaturan
3. Kecep dan ketep 1 waktu pemberian advokasi hukum | Frekuensi / tahun
4. Sosialisasi peraturan Kali/Tahun
2. Layanan organisasi dan tahapan penyediaan 1. Tersedianya informasi organisasi perguruan tinggi Tersedia/Tidak
ketatalaksanaan pedoman organisasi dan ketetalaksanaan, odi — it keri Tersedia/Tidak
. tas usulan pembentukan dan 2. Ters ianya rincian t_ugas unit kerja erse !a[
pengkajian a N L " 4. Tersedianya uraian jabatan setiap pegawai Tersedia/Tidak
penyempurnaan unit organisasi, penyedmar.l 3. tersedianya POS uptuk setiap layanan Tersedia/Tidak
SOP setiap layanan, uraian jabatan pegawai, S. _Tersedianva peta jabatan Tersedia/Tidak
analisis jabatan dan penyediaan standar 6. Tersedianya standar pelavanan untuk setiap lavanan Tersedia/Tidak
pelayanan untuk setiap layanan umum 7. Maklumat layanan Tersedia/Tidak
D. Layanan sistem 1. Akademik . : . . .
inforz::l em 1. Sistem informasi penerimaan mahasiswa Tersedia/Tidak
2. Sistem informasi akademik Tersedia/Tidak
2. Penelitian dan pengabdian 1. Sistem informasi penelitian Tersedia/Tidak
kepada masyarakat
2. Sistem informasi pengabdian kepad akat Tersedia/Tidak
3iul::$ahasiswaan dan 1. Sistem informasi kemahasiswaan Tersedia/Tidak
2. Sistem informasi alumni Tersedia/Tidak
4. Perencanaan Sistem informasi perencanaan Tersedia/Tidak
5. Keuangan Sistem informasi keuangan Tersedia/Tidak
6. Kepegawaian Ststenrnfornmast Kepegawatan Tersedia/Tidak
7. Barang milik negara 1. Sistem pengelolaan barang milik negara Tersedia/Tidak

2. Sistem pengadaan barang milik negara

Tersedia/Tidak




8. Tata naskah dinas Sistem naskah dinas Tersedia/Tidak

9. Penanganan pengaduan . "
arai Sistem pengaduan masyarakat Tersedia/Tidak

10. La;

pinty YRnam tomedy. at Sistem layanan terpadu Tersedia/Tidak
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